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KATA PENGANTAR 

 

Penerapan otonomi daerah membawa konsekwensi logis berupa   pelaksanaan 

Pemerintah yang baik, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang 

kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat, sehingga 

sangatlah perlu disusun suatu rencana strategis untuk memenuhi tuntutan reformasi 

birokrasi yang mengharuskan perubahan serta pengaturan tatanan kehidupan 

berbangsa dan bernegara menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good 

Governance). 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN Nomor 12 

Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dimana setiap Instansi/Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang didalamnya berisi Program – Program Utama 

yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun. Beranjak dari hal tersebut diatas 

maka kami telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang 

merupakan laporan pelaksanaan rencana kinerja tahunan yang disusun atas dasar 

Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Bontang Tahun 2022 dengan maksud sebagai laporan kinerja segenap aparatur di 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang dalam melaksanakan pembangunan 

sebagai pertanggungjawaban Perangkat Daerah yang Akuntabilitas dan Transparansi 

kepada warga masyarakat maupun pemangku kepentingan daerah Kota Bontang. 

 

Kami sadar bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini masih jauh dari 

sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa kami 

nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah di Tahun mendatang. 
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Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi 

Pamong Praja disusun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 Bontang,      Januari  2023 

 

KEPALA  

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

 

 

H. Ahmad Yani Y, S.Sos, M.Si  

NIP. 196812311990031031 
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IKHTISAR EKSEKUSIF 

 

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Organisasi Perangkat Daerah 

dilingkungan Pemerintah Kota Bontang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 

Tahun 2018 pasal 2 memiliki tugas Memelihara dan Menyelenggarakan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum, Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 

dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang taat terhadap aturan / hukum yang 

berlaku penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) 

sangat diperlukan. Penerapan tata pemerintahan yang baik ini hanya akan berhasil 

jika bertumpu pada empat pilar utama yaitu partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan 

penegakan hukum. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan salah 

satu langkah awal dalam membangun akuntabilitas dan transparansi di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bontang. 

 

Laporan ini diharapkan juga menjadi bahan evaluasi kinerja instansi 

pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan seperti yang telah 

diamanahkan oleh rakyat. 

 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah Daerah (LKjIP) ini merupakan rangkaian pertanggungjawaban Perangkat 

Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang yang telah diberikan amanah 

dalam pencapaian tujuan yang termuat dalam Visi Organisasi yaitu Mewujudkan 

Satpol PP Yang Handal dan Profesional dalam Melaksanakan Penegakan Produk 

Hukum Daerah, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan 

Masyarakat di Kota Bontang. 

 

Tujuan tersebut diatas bisa tercapai apabila sasaran strategis dari tujuan 

tersebut terpenuhi. Dalam dokumen perencanaan atau Rencana Strategis Satuan 

Polisi Pamong Praja menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang apabila capaian 

Indikator Kinerjanya memenuhi target yang telah ditetapkan. 
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Adapun Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban 

Umum  dengan Indikator Kinerja adalah Persentase Gangguan Trantibum yang dapat 

diselesaikan pada Tahun 2022  dengan presentase capaian sebesar 100% dimana 

hal tersebut dapat kami capai dengan pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Patroli 

Wilayah yang kami laksanakan di 12 (dua belas) Kelurahan yang masuk dengan 

Jumlah Pengaduan yang ditangani dan Presentase Perda dan Perkada yang 

ditegakkan dengan capaian sebesar 86,67%, hal ini dikarenakan kegiatan yang 

menunjang pencapaian indikator tersebut kami laksanakan sepenuhnya yaitu 

melaksanakan penegakan peraturan daerah sebanyak 13 (tiga belas) peraturan 

daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 

 

Sasaran Startegis Kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah 

dengan Indikator Kinerjanya adalah Nilai SAKIP dimana pada tahun 2022 prosentasi 

capaian kinerja meningkat dari tahun sebelumnya dimana presentase capaian dengan 

Kategori B, hal ini dikarenakan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator 

tersebut kami laksanakan sepenuhnya yaitu melaksanakan Jumlah Nilai kategori 

Peringkat Hasil Evaluasi SAKIP. 

 

Dari gambaran singkat tersebut diatas maka dapat kami simpulkan bahwa 

sasaran strategis yang telah kami tetapkan tercapai sepenuhnya dalam mendukung 

tercapainya tujuan pembangunan daerah khususnya Kota Bontang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Dasar Pembentukan Organisasi 

 

Dalam upaya memenuhi tuntutan reformasi, pemerintah secara 

berkelanjutan dituntut untuk melakukan perubahan paradigma dalam 

pelayanan publik. Untuk memenuhi agenda reformasi dan menciptakan kondisi 

yang demikian, perlu adanya suatu pranata yang terukur yaitu melakukan 

reformasi birokrasi dan diperlukan capaian kinerja yang komprehensif dan 

akuntabel. Sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 

2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 

Praja, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Walikota 

Bontang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 

 

Adapun peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu program - 

program Kepala Daerah untuk menciptakan dan mewujudkan ketertiban umum 

dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melalui 

penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah. 

Program kegiatan yang dilaksanakan diantaranya yaitu tertib Pedagang Kreatif 

Lapangan (PKL), tertib tempat penumpukan Barang dan Bahan Bangunan, 

tertib Pajak, tertib Bangunan Gedung, tertib Usaha Hiburan dan rekreasi 

umum, Tertib Larangan , Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan 

Minuman Beralkohol, Tertib Merokok, Tertib Penyelanggaran Trantibum, Tertib 

Wajib Beajar untuk Anak sekolah, Tertib Sampah, dan Tenaga Kerja. Selain itu 

juga pengamanan dalam event tertentu seperti pengamanan Acara serta 

Pengawalan Kepala Daerah. 
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Untuk melaksanakan tugas tersebut perlu adanya koordinasi, integrasi 

dan sinkronisasi dengan instansi terkait diantaranya tokoh masyarakat, Tokoh 

Ulama, TNI, POLRI, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media pers dan 

lain sebagainya. 

Dasar pembentukan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja   

Kota Bontang adalah Undang Undang serta Peraturan Pemerintah sebagai 

berikut :  

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587);  

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara 

Tahun 2011 Nomor 590);  

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar 

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara 

Tahun 2011 Nomor 705);  

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2012 

Nomor 8/4);  

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri 

Di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 1058);  

6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2018 tentang  Perubahan 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

susunan Perangkat Daerah. 

 

B. Struktur Organisasi 

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 45 

Tahun 2018 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta 

tata Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan susunan organisasi Satuan Polisi 

Pamong Praja terdiri dari : 
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1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

 

2. Sekretariat, terdiri dari : 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan 

 

3. Bidang Penegakan Perundang - undangan Daerah, terdiri dari : 

1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan 

2) Seksi Penyidikan dan Penyelidikan 

 

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari : 

1) Seksi Operasional dan Pengendalian 

2) Seksi Perlindungan Masyarakat 

 

5. Kelompok Jabatan Fungsional: 

1) Polisi Pamong Praja Ahli Muda 

2) Polisi Pamong Praja Ahli Pertama 

3) Polisi Pamong Praja Mahir 

4) Polisi Pamong Praja Terampil Pelaksana 
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Tabel 1.1 

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang

KEPALA SATPOL.PP 
H. Ahmad Yani Y, S.Sos M.Si 

NIP.196812311990031031 

SEKRETARIS 
Ir. Abd. Azis Muslimin 
NIP. 196604102001121002 

  

Masirah, SE Sukadi, SE, M.Si 

NIP.1966121462000032002 NIP. 19670308200312002 

KABID PPUD KABID TIBUM DAN KETENTRAMAN 

Eko Mashudi, ST Ir. Muhammad Natsir 

NIP. 197805062005021005 NIP. 196806131993121000 

KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  

Hartoni, SE, M.Si 

NIP. 197508012002121009 

KASI PEMBINAAN PENGAWASAN 

KASI OPERASI DAN PENGENDALIAN 

DAN PENYULUHAN 

Rakhmad Budiman, SE 

Basuki Hanafi, ST 

NIP.  196806121990021003 

NIP.197412102002121010 

KASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

Ahmad Yadi, SE 

NIP. 196909112001121002 

KASUBAG PERENCANAAN 
DAN KEUANGAN KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN 

JABATAN 
FUNGSIONAL 
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C. Sumber Daya Aparatur 

Sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi diantaranya Sumber Daya 

Manusia, SDM di Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD). 

Hal ini dikarenakan terbatasnya personil PNS yang menurut standar 

pelayanan yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Type C dengan 

jumlah personil sebanyak 129 orang, sebagaimana terdapat dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja sehingga perlu pemenuhan personil 

melalui Tenaga Kontrak yang dapat kami gambarkan sebagai berikut : 

 

1. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Grafik 1.1 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 

                 

 

 

SD/MI; 2
SMP/MTs; 0 

SMA/SMK; 99

D1, 0

D3; 2 S1; 23
S2; 3
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Secara Tabel dapat kami gambarkan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Bontang sebagai berikut : 

 

Tabel 1.2 

 

NO PERSONIL 

TINGKAT PENDIDIKAN 

JUMLAH SD/MI SMP/

MTS 

SMA/

SMK 

D1 D3 S1 S2 

1 PNS - 3 16 - - 17 3  

2 TKD 1 - 80 - 2 7 -  

 JUMLAH 1 3 96 - 2 24 3 129 

 

 

2. Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan 
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Tabel 1.3. 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan, Pangkat dan Golongan 

No Jabatan 

Pangkat/Gol 
Jumlah Eselon 

II/b 
Eselon 

III/b 
Eselon 

IV/a 
Non 

Eselon 
Jabatan 

Fungsional 
Non Pegawai 
Negeri Sipil 

Golongan 

1 Kepala  
1 - - - - - Pembina Utama Muda 

/IVc 
1 

2 Sekretaris - 1 - - - - Pembina Tingkat I/IVb 1 

3 Kepala Bidang PPUD - 1 - - - - Pembina /IVa 1 

4 Kepala Bidang Trantibum - 1 - - - - Pembina /IVa 1 

5 Kasie. Penyelidikan dan 
Penyidikan 

- - 1 - - - 
Pembina /IVa 1 

6 Kasubbag Perencanaan 
Program & Keuangan 

- - 1 - - - 
Pembina /IVa 1 

7 Kasie. Binwaslu - - 1 - - - Penata TK. I /IIId 1 

8 Kasie. Perlindungan 
Masyarakat 

- - 1 - - - 
Penata TK. I /IIId 1 

9 Kasie. Operasi dan 
Pengendalian 

- - 1 - - - 
Penata TK. I /IIId 1 

10 Kasubag. Umum dan 
Kepegawaian 

- - 1 - - - 
Penata TK. I /IIId 1 

11 Staf Pelaksana - - - - 1 - Pembina /IVa 1 

12 Staf Pelaksana - - - - 2 - Penata TK. I /IIId 1 

13 Staf Pelaksana - - - - 2 - Penata /IIIc 1 

14 Staf Pelaksana - - - - 3 - Penata Muda TK. I/IIIb 1 

15 Staf Pelaksana - - - 1 5 - Penata Muda III/a 3 

16 Staf Pelaksana - - - 2 4 - Pengatur TK/I/IId 6 

17 Staf Pelaksana - - - - 6 - Pengatur/IIc 5 

18 Staf Pelaksana - - - 3 - - JuruTK.I/Id 6 

19 Staf Pelaksana - - - - - 90 TKD 3 

          

 JUMLAH 1 3 6 6 23 90  129 
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3. Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin 
 
 

Tabel 1.4. 

NO PERSONIL 
JENIS KELAMIN 

JUMLAH 
Laki-laki Perempuan 

1 Pegawai Negeri Sipil  35 Orang 4 Orang 39 Orang 

2 TKD 83 Orang 7 Orang 90 Orang 

  118 Orang 11 Orang 129 Orang 

 

D. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  
 

Dalam membantu Kepala Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah 

Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang mempunyai Tugas dan 

Fungsi sebagai berikut :  

“ Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan 

Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat serta perlindungan masyarakat “.   

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja 

mempunyai fungsi :  

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat;  

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;  

3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat di daerah;  

4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;  

5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

daerah, dan/atau aparatur lainnya;  

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar 

mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan;  

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.  
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Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang bukan hanya mempunyai Tugas 

dan Fungsi juga dilengkapi dengan Wewenang, Hak dan Kewajiban dalam 

membantu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Wewenang, Hak dan 

Kewajiban sebagaimana diatas dapat kami sampaikan sebagai berikut :  

 

Polisi Pamong Praja berwenang :   

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda 

dan/atau peraturan kepala daerah;  

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;  

3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan 

masyarakat;  

4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda 

dan/atau peraturan kepala daerah; dan  

5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau 

peraturan kepala daerah.  

 

Polisi Pamong Praja mempunya Hak sebagai berikut :  

1. Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas 

lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan 

Perundang undangan;  

2. Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah.  

 

Dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja wajib :  

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan 

norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;  

2. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;  

3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;  
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4. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas 

ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan  

5. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas 

ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan 

Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.  

 

Dalam  melaksanakan  Fungsi  Pelaksanaan  Tugas  lainnya  yang  

diberikan  oleh Kepala Daerah antara lain ; 

1. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang - undangan serta 

kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah; 

2. Membantu Pengamanan dan Pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat 

Negara dan Tamu Negara;  

3. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan;  

4. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum 

dan pemilihan umum kepala daerah;  

5. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian 

daerah dan / atau kegiatan yang berskala massa;  

6. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh 

Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan 

Perundang - undangan; 

 

E. Aspek Strategis Organisasi 

Dalam rangka mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang 

diinginkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang perlu secara terus 

menerus mengembankan peluang inovasi meningkatkan persaingan, tantangan 

dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Organisasi 

Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang untuk 

mempersiapkan diri agar tetap eksis dengan senantiasa mengupayakan 

perubahan kearah perbaikan.  

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan, kemana organisasi akan 

diarahkan dan apa yang akan dicapai. Visi Pemerintah Kota Bontang yaitu 

Terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab. 
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Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Bontang maka Visi Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Bontang adalah “ Mewujudkan Satuan Polisi Pamong 

Praja Yang Handal dan Profesional Dalam Melaksanakan Penegakan 

Produk Hukum Daerah, Pembinaan Ketentraman Masyarakat dan 

Ketertiban Umum Serta Memberikan Perlindungan Masyarakat di Kota 

Bontang ”.  

Misi adalah merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi 

Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam misi organisasi harus 

membawa kepada suatu focus yang mana visi tersebut harus menyebutkan dan 

menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan 

bagaimana melakukannya.  

Untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang 

sebagaimana digariskan diatas, maka dipandang perlu untuk menggariskan 

beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran anggota Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Bontang yaitu sebagai berikut :  

1. Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kapala Daerah.  

Misi tersebut mengandung arti pengawasan terhadap pelaksanaan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus ditingkatkan agar 

dicapai sasaran yang diharapkan.  

2. Mewujudkan ketaatan masyarakat dalam Pelaksanakan Penegakan 

Produk Hukum Daerah, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Serta Memberikan Perlindungan Masyarakat.  

Misi tersebut mengandung arti mewujudkan ketaatan masyarakat terhadap 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga tercapai sasaran 

yang diharapkan.  

3. Meningkatkan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum.  

Misi tersebut mengandung arti pembinaan dan penyuluhan terhadap warga 

masyarakat terus ditingkatkan agar terasa aman dan tertib dalam 

menjalankan roda perekonomian sehari-hari.  
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Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bontang sudah sangatlah 

jelas maka Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan 

beberapa strategi sebagai berikut :  

1. Pembangunan dan pengembangan fasilitas / sarana dan prasarana untuk 

satuan keamanan mengikuti gerak perkembangan/pemekaran wilayah;  

2. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tentram dan tertib 

di masyarakat;  

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas perlengkapan dan peralatan; 

4. Penambahan sarana komunikasi dan tranportasi untuk mendukung tugas - 

tugas dilapangan;  

5. Peningkatan pengamanan Objek vital milik Pemerintah Daerah dan Rumah 

Dinas Daerah;  

6. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;  

7. Pengembangan analisis dan rekomendasi dampak implementasi Peraturan 

Daerah;  

8. Meningkatkan pengamanan pimpinan daerah, nasional, pejabat pusat dan 

tamu negara;  

9. Peningkatan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaanya, 

serta implementasinya di lapangan;  

10. Peningkatan kerjasama aparat penegak hukum dan instansi terkait serta 

komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum;  

11. Peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur;  

12. Pengembangan kemitraan dengan kepolisian dan aparat penegak hukum 

lainnya, Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 

penegakan supremasi hukum;  

13. Pengembangan prosedur kerja dan mekanisme kerja serta petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknis. 

 

F. Permasalahan Utama yang Dihadapi Organisasi 

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan fungsi yang 

telah disusun, dimana fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang 

antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman dan 

Ketertiban wilayah, masyarakat, penegakan Peraturan Perundang-undangan,  
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Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan 

rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu : perencanaan, 

pembinaan, pengendalian kebijakan teknis di bidang ketentraman dan 

ketertiban, perumusan, pembinaan, pelayanan, pembinaan, koordinasi dan 

pengendalian kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh 

atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai berikut : 

1. Rasio Personil Satuan Polisi Pamong Praja belum mencukupi dengan 

jumlah penduduk di Kota Bontang dimana personil Satpol PP masih berada 

di angka 2,20 per 10.000 penduduk yang mana personil Satpol PP 

sebanyak 39 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 90 orang Tenaga 

Kontrak Daerah (TKD) dibanding dengan penduduk di Kota Bontang 

sebanyak 185.928 orang; 

2. Belum mencukupinya kebutuhan anggaran di lapangan yang melibatkan 

anggota  personil dari Kepolisian, Kodim dan aparat yang terkait lainnya 

dengan anggaran yang telah ditetapkan  sehingga pelaksanaan kegiatan 

kurang maksimal; 

3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan 

kegiatan operasional lapangan untuk menegakkan peraturan daerah dan 

penyelenggaraan ketertiban umum.  

 

Setelah mengetahui permasalahan utama dalam melaksanakan Tugas dan 

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang yang telah diuraikan diatas 

maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang menetapkan 3 (tiga) Kebijakan 

dalam mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut : 

1. Menambah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan;  

2. Menambah Anggaran untuk menunjang kegiatan dalam 1 (satu) tahun  

anggaran agar tercukupi;  

3. Menyediakan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan. 
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G. Aset Perangkat Daerah 

 

Selain sumber daya manusia yang terampil dan profesional, juga 

ketersediaan sarana dan prasarana sebagai unsur penting pendukung kinerja 

anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang. Untuk itu, b,erhasil tidaknya suatu 

program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan.  

Aset yang merupakan sarana dan prasarana pendukung Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Bontang Per 31 Desember 2022 disajikan kedalam Tabel 

sebagai berikut : 

 

Tabel 1.5. 

No 
Pembidangan 

Barang 
Kode Barang 

Dokumen Jumlah 

Tanggal Nomor 
Banya
knya 

Barang 
Harga Satuan Jumlah Harga 

              

1 Station Wagon 1.3.2.02.01.01.003 21/11/2022 027/030/SP-
MOBIL/X/SATPOL PP 

1 381.883.315,00 381.883.315,00 

2 Sepeda Motor 1.3.2.02.01.04.001 21/11/2022 027 / 031 / Motor / X / 
SATPOL PP 

1 36.578.343,00 36.578.343,00 

3 Sepeda Motor 1.3.2.02.01.04.001 21/11/2022 027 / 031 / Motor / X / 
SATPOL PP 

1 36.578.343,00 36.578.343,00 

4 Uninterruptible 
Power Supply (UPS) 

1.3.2.06.01.01.048 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 1.007.875,00 1.007.875,00 

5 Uninterruptible 
Power Supply (UPS) 

1.3.2.06.01.01.048 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 1.007.875,00 1.007.875,00 

6 Uninterruptible 
Power Supply (UPS) 

1.3.2.06.01.01.048 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 1.007.875,00 1.007.875,00 

7 Camera Digital 1.3.2.06.01.02.126 21/11/2022 027/ 034 /SP- Kamera / 
X / SATPOL PP 

1 48.648.385,00 48.648.385,00 

8 P.C Unit 1.3.2.10.01.02.001 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 14.558.196,00 14.558.196,00 

9 P.C Unit 1.3.2.10.01.02.001 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 14.558.196,00 14.558.196,00 

10 P.C Unit 1.3.2.10.01.02.001 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 14.558.196,00 14.558.196,00 

11 P.C Unit 1.3.2.10.01.02.001 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 14.558.196,00 14.558.196,00 

12 Laptop 1.3.2.10.01.02.002 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 10.638.682,00 10.638.682,00 

13 Laptop 1.3.2.10.01.02.002 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 

SATPOL PP 

1 10.638.682,00 10.638.682,00 

14 Laptop 1.3.2.10.01.02.002 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 10.638.682,00 10.638.682,00 

15 Laptop 1.3.2.10.01.02.002 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 10.638.682,00 10.638.682,00 

16 Laptop 1.3.2.10.01.02.002 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 10.638.682,00 10.638.682,00 
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No 
Pembidangan 

Barang 
Kode Barang 

Dokumen Jumlah 

Tanggal Nomor 
Banyak

nya 
Barang 

Harga Satuan Jumlah Harga 

17 Printer (Peralatan 
Personal Komputer) 

1.3.2.10.02.03.003 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 12.038.508,00 12.038.508,00 

18 Printer (Peralatan 
Personal Komputer) 

1.3.2.10.02.03.003 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 12.038.508,00 12.038.508,00 

19 Printer (Peralatan 
Personal Komputer) 

1.3.2.10.02.03.003 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 4.479.445,00 4.479.445,00 

20 Printer (Peralatan 
Personal Komputer) 

1.3.2.10.02.03.003 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 4.479.445,00 4.479.445,00 

21 Printer (Peralatan 
Personal Komputer) 

1.3.2.10.02.03.003 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 4.479.445,00 4.479.445,00 

22 Printer (Peralatan 
Personal Komputer) 

1.3.2.10.02.03.003 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 4.479.445,00 4.479.445,00 

23 Printer (Peralatan 
Personal Komputer) 

1.3.2.10.02.03.003 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 4.479.445,00 4.479.445,00 

24 Printer (Peralatan 
Personal Komputer) 

1.3.2.10.02.03.003 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 4.479.445,00 4.479.445,00 

25 Scanner (Peralatan 
Personal Komputer) 

1.3.2.10.02.03.004 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 11.646.557,00 11.646.557,00 

26 Scanner (Peralatan 
Personal Komputer) 

1.3.2.10.02.03.004 12/12/2022 027  / 038 / SPK / XI / 
SATPOL PP 

1 11.646.557,00 11.646.557,00 

  
Jumlah SKPD 
Satuan Polisi 
Pamong Praja 

      26 692.385.005,00 692.385.005,00 

  
TOTAL 

KESELURUHAN 
      26 692.385.005,00 692.385.005,00 

 

Aset yang tersebut diatas diperoleh dari Pengadaan Barang pada 

Satuan Polisi Pamong Praja sendiri Aset tersebut diatas dalam kondisi 80 

% Baik dan 20 % Kurang Baik. Aset yang kondisinya kurang baik bukan 

dikarenakan tidak ada perawatan atau pemeliharaan akan tetapi 

disebabkan usia barang tersebut diatas 5 (lima) Tahun dan Satpol PP 

belum memiliki kantor yang permanen sehingga sering berpindah-pindah 

kantor. 

 

. 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

 

A. Perencanaan Strategis 

Perencanaan yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil 

yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang telah dituangkan didalam 

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026  Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Bontang. Rencana Strategis dalam kaitannya dengan penyusunan 

Laporan ini ialah penggambaran target kinerja yang akan kami tetapkan selama 5 

(lima) tahun dengan hasil yang telah kami capai pada tahun 2016 sebagai kondisi 

awal Capaian Kinerja, yang dapat kami gambarkan sebagai berikut : 

Tabel 1.6 

Tujuan 
Indikator 

Tujuan 
Sasaran Stategis 

Indikator 

Sasaran 
Satuan 

Capaian 

S.d Th 

2021 

Target Kinerja Sasaran Tahun 

2022 2023 2024 2025 2026 

Meningkatnya 

Kondusifitas 

Wilayah  

Persentase 

Penanganan 

Gangguan 

Keamanan 

dan 

Ketertiban 

Umum 

Meningkatnya 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Persentase 

Gangguan 

Trantibum 

yang dapat 

diselesaikan 

 

% 100 100 100 100 100 100 

Presentase 

Perda dan 

Perkada 

yang 

ditegakkan 

 

% 75 75 75 80 80 80 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Perangkat Daerah 

NILAI SAKIP Kategori B B B B B BB 
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Tabel Program dan Kegiatan Yang Mendukung Capaian Tujuan dan Sasaran 

 

Tabel 1.7 

No Tujuan 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Satuan Program Kegiatan Sub Kegiatan 

1 2 3 4 5 6 7 7 

1 

 

Meningkatnya 

Kondusifitas  

 

Meningkatnya 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

 

Presentase 

Gangguan 

Ketentraman 

dan 

Ketertiban 

Umum yang 

dapat 

diselesaikan 

% Peningkatan 

Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum 

 

Penanganan 

Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

dalam 1 (satu) 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

 

Pencegahan 

Gangguan 

Ketentraman dan 

ketertiban Umum 

 

Penindakan atas 

Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Berdasarkan Perda 

dan Perkada. 

 

Pemberdayaan 

Perlindungan 

masyarakat dalam 

rangka 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

 

Peningkatan 

Kapasitas SDM 

Satuan Polisi 

Pamong Praja dan 

Satuan 

perlindungan 

Masyarakat 

termasuk dalam 

pelaksanaan tugas 

yang bernuansa 

HAK Asasi 

Manusia. 

 

Pengadaan dan 

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Ketentraman dan 

ketertiban umum 

 

Presentase 

Perda dan 

Perkada 

yang 

ditegakkan 

 

% Penegakan 

Peraturan Daerah 

Kabupaten/kota  

dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota 

 

Penanganan atas 

pelanggaran  

Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota 

dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota 
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Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Perangkat Daerah 

 

NILAI SAKIP Kategori Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

   Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja 

SKPD 

 

   Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

 

  Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan ASN 

   Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun SKPD 

 

   Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

 

   Penyusunan 

Pelaporan dan 

Analisis Prognosis 

Realisasi Anggaran 

 

  Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Pengadaan Pakaian 

Dinas beserta 

Atribut 

Kelengkapannya 

 

   Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 

 

  Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 
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   Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

 

   Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

 

 

   Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

 

   Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

 

  Penyediaan Jasa 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 

   Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

 

   Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

 

  Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional atau 

Lapangan 

 

   Pemeliharaan/Reha

bilitasi Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya 
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B. Indikator Kinerja Utama (IKU) 
 
 

Tabel 1.8. 

No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Penjelasan/ Cara Perhitungan 

Penangggung 

Jawab 
Sumber Data 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

 

Meningkatnya 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

 

 

Prosentase 

Gangguan 

Trantibum yang 

dapat diselesaikan  

 

Jumlah Pengaduan yang 

ditangani 

                                                X 100 

%   

Pengaduan Pelanggaran yang 

masuk 

 

  

Kepala Bidang 

Ketentraman, 

Ketertiban Umum 

dan Perlindungan 

Masyarakat  

 

 

- Hasil Patroli 

dan 

Monitoring 

Wilayah Kota 

Bontang 

- Laporan 

Pengaduan 

dari 

Masyarakat 

 

Prosentase Perda 

dan Perkada yang 

ditegakkan 

 

Jumlah  Perda/Perkada yang 

memuat Sanksi yang ditegakkan 

                                                X 

100 %              

Keseluruhan Perda dan Perkada 

yang memuat Sanksi 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Bidang 

Penegakan 

Peraturan 

Perundang – 

Undangan Daerah 

 

Hasil 

pelaksanaan 

Penegakan 

Produk Hukum 

Daerah  

 

2 Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Perangkat Daerah 

 

NILAI SAKIP Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat Daerah 
 Sekretaris Perencanaan 

Kinerja, 

Pengukuran 

Kinerja, Pelaporan 

Kinerja, Evaluasi 

Kinerja dan 

Pencapaian 

Sasaran/Kinerja 

Organisasi 
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C. Perjanjian Kinerja 

 

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang Tahun 2022 sebagai 

berikut : 

Tabel 1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 

1 2 3 4 5 

1 
 

Meningkatnya Ketentraman 

dan Ketertiban Umum 
 

Prosentase Gangguan 

Trantibum yang dapat 

diselesaikan  
 

% 100,00 

Prosentase Perda dan 

Perkada yang ditegakkan 

 

% 75,00 

 

2 

 

 
Meningkatnya Akuntabilitas 

Perangkat Daerah 

 

 
NILAI SAKIP 

 

Kategori 

 

B 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun Sebelumnya 

1. Nilai hasil evaluasi LkjIP sebelumnya Tabel Hasil Pengukuran Kinerja : 

 

Tabel 2.0. 

No KOMPONEN YANG DINILAI 
2021 2022 

Bobot Nilai Bobot Nilai 

1 Perencanaan Kinerja  

 

30 24,33 30 26,06 

2 Pengukuran Kinerja  

 

25 16,88 25 17,14 

3 Pelaporan Kinerja  

 

15 9,43 15 13,50 

4 Evaluasi Kinerja  

 

10 4,55 10 4,17 

5 Capaian Kinerja  

 

20 8,88 - - 

Nilai Hasil Evaluasi  

 

100 64,05 100 60,87 

Tingkat Akuntabilitas Kinerja 

 

100 64,05 100 60,87 

 

Tabel Tindak Lanjut dari Hasil Evaluasi LKjIP Tahun Sebelumnya 

 

Tabel 2.1. 

No Hasil Evaluasi / Rekomendasi Status 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Menyusun Dokumen Tindak Lanjut hasil monitoring  

 

 

Dalam menyusun laporan kinerja agar disesuaikan dengan 

renstra yang disusun terkait tujuan , Indikator Kinerja Tujuan 

Sasaran, Indikator Sasaran serta targetnya. 

 

Dalam menyusun Laporan Kinerja agar menuangkan 

perhitungan pencapaian target yang dibuat dengan 

perhitungan yang logis. 

 

Dalam menyusun rencana aksi agar disesuaikan dengan 

Penetapan Kinerja (PK) dan RKT yang telah dibuat 

1. Belum ditindak 

lanjuti 

 

2. Belum ditindak 

lanjuti 

 

 

3. Belum ditindak 

lanjuti  

 

 

4. Belum ditindak 

lanjuti 
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B. Capaian Kinerja 

Tabel Pengukuran Kinerja Triwulan Tahun 2022 

 

Tabel 2.2 

No 
Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 
Satuan 

Target 

Tahunan 
Triwulan Target Realisasi 

% 

Capaian 

 

1  

 

 

 

Meningkatnya 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

 

Prosentase 

Gangguan 

Trantibum 

yang dapat 

diselesaikan  

 

 
% 

 
100,00 

 
I 
 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
II 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 

 
III 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 

 
IV 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 

 

Prosentase 

Perda dan 

Perkada yang 

ditegakkan 

 

 
% 

 
75,00 

 
I 

 
75,00 

 
40,00 

 
53,33 

 

 
II 

 
75,00 

 
40,00 

 
53,33 

 

 
III 

 
75,00 

 
40,00 

 
53,33 

 

 
IV 

 
75,00 

 
30,00 

 
40,00 

 

2 

 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Perangkat Daerah 

 

NILAI SAKIP Kategori B - - - 60,87 
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1. Capaian kinerja keseluruhan Tahun 2022 

 

Tabel 2.3 

No Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja 
Satuan Target realisasi 

Presentase 

Capaian 

  

1 

 

Meningkatnya 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum  

 

 

Prosentase 

Gangguan 

Trantibum 

yang dapat 

diselesaikan  

 

 

% 

 

100 

 

100,00 

 

100,00 

Prosentase 

Perda dan 

Perkada 

yang 

ditegakkan 

 

% 75 86,67 115,56 

2 

 

Meningkatnya 

Akuntabilitas Perangkat 

Daerah 

 

NILAI SAKIP Kategori B B 60,87 

 

Terlihat pada tabel diatas capaian kinerja keseluruhan persentase capaian  jauh 

sama di bandingkan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya hal ini 

disebabkan sinerginya antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Perangkat 

Daerah yang lain dalam Menciptakan Kentraman Masyarakat dan Ketertiban 

Umum serta Kesadaran Masyarakat dalam mematuhi Peraturan dan 

Perundangan Daerah Kota Bontang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

                     SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG TAHUN 2022    30 
 
 

2. Analisis Capaian Kinerja 

Sasaran Strategis  : 

Terlaksananya Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Masyarakat   

- Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 

-  

Tabel 2.4 

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 
Presentase 

Capaian 

 

1 

 

Prosentase Gangguan 

Trantibum yang dapat 

diselesaikan  

 

 

% 

 

100,00 

 

100,00 

 

100,00 

 

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari penetapan Target Kinerja sebesar 

100,00 % telah terealisasi sebesar 100,00 % dengan Persentase Capaian 

Kinerja sebesar 100% yang artinya persentasi Hasil Patroli dan Monitoring 

Wilayah Kota Bontang serta Laporan Pengaduan dari Masyarakat di Kota 

Bontang. Hal ini dapat kami capai dengan meningkatkan intensitas Patroli 

Wilayah serta Monitoring dengan Instansi Vertikal baik pada Pagi, Siang dan 

Malam hari pada Daerah – Daerah yang teridentifikasi. 

Hampir semua kelurahan yang ada di Kota Bontang menjadi sasaran 

pelaksanaan Patroli dan Monitoring Wilayah Kota Bontang serta Laporan 

Pengaduan dari Masyarakat di Kota Bontang antara lain : 

 

- Kecamatan Bontang Utara 

a. Kelurahan Bontang Kuala 

b. Kelurahan Loktuan 

c. Kelurahan Guntung 

d. Kelurahan Gunung Elai 

e. Kelurahan Api – Api 

f. Kelurahan Bontang Baru 
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- Kecamatan Bontang Selatan 

a. Kelurahan Satimpo 

b. Kelurahan Berbas Pantai 

c. Kelurahan Berbas Tengah 

d. Kelurahan Tanjung Laut 

e. Kelurahan Tanjung Laut Indah 

f. Kelurahan Bontang Lestari 

 

- Kecamatan Bontang Barat 

a. Kelurahan Telihan 

b. Kelurahan Kanaan 

c. Kelurahan Belimbing 

 

- Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan 

Realisasi Kinerja Tahun 2022 

-  

Tabel 2.5 

 

No 

 

Indikator Kinerja 

 

Satuan 

 

Realisasi 

2021 

 

Realisasi 

2022 

% 

Peningkatan/ 

Penurunan 

(3:4*100) 

 

 

1 

 

Prosentase Gangguan 

Trantibum yang dapat 

diselesaikan  

  

 

 

% 

 

80,00 

 

100,00 

 

20,00 

 

Dari perbandingan realisasi tahun sebelumnya sebesar 80,00% dengan 

realisasi tahun ini sebesar 100,00% terjadinya peningkatan keberhasilan 

program dan kegiatan dalam gangguan ketentraman dan ketertiban umum 

sebesar 20,00%. Bahwa program dan kegiatan ini merupakan program 

prioritas dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran yang tertera pada 

Dokumen Perencanaan. 
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- Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini 

(akumulasi) dengan Target Jangka Menengah Organisasi (target 

akhir Renstra) 

 

Tabel 2.6 

Indikator Kinerja Satuan 

Target 

Akhir 

Renstra 

Realisasi 

s.d Tahun 

2022 

Tingkat 

Kemajuan 

(4:3*100) 

 

Prosentase Gangguan 

Trantibum yang dapat 

diselesaikan  

 

 

% 

 

100,00 

 

100,00 

 

100,00 

 

Dari realisasi kinerja prosentasi Gangguan Trantibum yang dapat 

diselesaikan yang didalam nya juga termuat masih butuh banyak dukungan 

baik dari Masyarakat maupun Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

kegiatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum ditahun 

mendatang, yang terpenting bagi Pemangku Kepentingan Daerah guna  

berhasilnya tujuan kami yaitu menjadikan Kota Bontang Aman, Tentram 

dan Tertib adanya penambahan anggaran dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut. 

 

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ 

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan 

Penyebab : 

 

1. Kurangnya personil Satpol PP dalam menjalankan kegiatan untuk 

menyelenggaran ketentraman, ketertiban masyarakat dan 

penegakan produk hukum daerah serta kurangnya sumber daya 

manusia khususnya dalam Penegakan Produk Hukum Daerah; 

2. Masih terbatasnya dan masih belum terpenuhinya sarana dan 

prasarana yang memadai khususnya kendaraan; 
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3. Masih terbatasnya anggaran yang diberikan khususnya anggaran 

penunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan.  

 

Solusi yang telah dilakukan : 

1. Mengupayakan pemenuhan personil Satpol PP sesuai dengan 

kebutuhan. 

2. Mengupayakan peningkatan sumber daya manusia khusus 

personil Polisi Pamong Praja. 

3. Melakukan Koordinasi antara beberapa pihak sebelum 

melaksanakan kegitan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum terhadap masyarakat; 

4. Memperbanyak kegiatan Monitoring Wilayah maupun Patroli 

Wilayah sehingga memperoleh data daerah rawan gangguan 

trantibum yang benar; 

5. Melakukan validasi data/informasi yang diperoleh dari 

masyarakat, kecamatan dan kelurahan. 

6. Memohon kepada Pemerintah Daerah dalam memenuhi Sarana 

dan Prasarana dalam mendukung tugas dan tanggungjawab 

Satuan Polisi Pamong Praja. 

 
- Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja. 

 

Guna menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja tersebut diatas 

ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilaksanakan agar 

dapat menciptakan kondisi daerah kota bontang yang aman, tentram dan 

tertib sebagai berikut : 
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1. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum, dengan Kegiatan: 

a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban 

Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan ketertiban 

Umum.  

2. Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada.  

3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam 

rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum. 

4. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Satuan perlindungan Masyarakat termasuk dalam 

pelaksanaan tugas yang bernuansa HAK Asasi Manusia. 

5. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan 

Prasarana Ketentraman dan ketertiban umum 

 

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

 

Tabel 2.7 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Persentase 

Capaian 

Kinerja 

Persentase 

Capaian 

Anggaran 

Tingkat 

Efisiensi 

(3-4) 

 

Meningkatnya 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum  

 

 

Prosentase 

Gangguan 

Trantibum yang 

dapat 

diselesaikan  

 

 

100,00 

 

89,88 

 

10,12 

 

Tingkat Persentase Capaian Kinerja pada Tahun 2022 sebesar 100,00 

% dengan Persentase Capaian Anggaran sebesar 89,88 %. sehingga 

didapat Persentase Tingkat Efisiensi sebesar 10,12 % hal ini 

menggambarkan telah terjadi efektifitas  penggunaan sumber daya dan 

efisiensi anggaran yang ada. 
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Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas  kab/kota  yang ditangani 

 

Tabel 2.8 

   

No Kegiatan 
Jumlah  pelanggaran  dan 

Pengaduan trantibum dalam kota 
yang ditangani 

1  Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) 21 Kasus 

2 Penanganan Anak Terlantar 4 Kasus 

3 Penanganan Pengamen   Kasus 

4 Penanganan Gelandangan dan Pengemis   Kasus 

5 Penanganan Tawuran dan Kenakalan Remaja   Kasus 

6 Penanganan Anak Jalanan   Kasus 

7 Penanganan Waria (Wanita dan Pria)   Kasus 

8 Penanganan Pedagang Seks Komersial (PSK) liar   Kasus 

9 Gangguan Kebisingan 2 Kasus 

  JUMLAH 27 Kasus 
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Grafik 1.2 
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DOKUMENTASI TAHUN 2022 

 

Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) 
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Terlaksananya Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah yang 

Berlaku. 

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 

 

Tabel 2.9 
 

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi 

 
Prosentase 

Capaian 
 

 
1 

 
Prosentase Perda dan 

Perkada yang ditegakkan 

 

 
% 

 
75,00 

 
86,67 

 
115,56 

 

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari penetapan Target Kinerja 

sebesar 75 % telah terealisasi sebesar 87 % dengan Persentase Capaian 

Kinerja sebesar 115,56 % yang artinya keberhasilan dalam pencapaian 

target yang telah di cantumkan didalam Rencana Strategis (RENSTRA) 

Satuan Polisi Pamong Praja 2021 – 2026 yang berdampak kepada adanya 

Kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan - Perundangan serta 

Produk Hukum Daerah yang berlaku di Kota Bontang adapun Produk 

Hukum Daerah yang telah kami tegakkan antara lain : 

1. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 

Ketentuan Tempat Penumpukan Barang dan Bahan Bangunan 

Dalam Kota Bontang;  

2. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Izin 

Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum;   

3. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan 

Minuman Beralkohol; 

4. Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Hutan 

Mangrove. 

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rekrutmen dan 

Penempatan Tenaga Kerja;  
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6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah; 

7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang 

Bangunan Gedung; 

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa 

Asap Rokok. 

9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan; 

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 

Ketertian Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan 

Masyarakat;  

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan 

Sampah; 

12. Peraturan Walikota Bontang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

, Lokasi dan Perizinan Penyelenggaraan Reklame; 

13. Peraturan Walikota Bontang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Wajib 

Belajar Pukul 19.00 sampai dengan Pukul 21.00;  

14. Peratuan Walikota Bontang Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 

sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019. 

15. Surat Edaran Walikota Bontang Nomor 1886.65/857/BKPSDM/2022 

tentang Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara dan 

Kontrak Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang 
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- Membandingkan antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan 

Realisasi Kinerja Tahun 2022 

 

Tabel 3.0 

 

No 

 

Indikator Kinerja 

 

Satuan 

 

Realisasi 

2021 

 

Realisasi 

2022 

% 

Peningkatan/ 

Penurunan 

(3:4*100) 

 

1 

 

Prosentase Perda dan 

Perkada yang 

ditegakkan 

 

 

% 

 

88,89 

 

86,67 

 

1,89 

 

Dari perbandingan realisasi tahun sebelumnya sebesar 88,89 % dengan 

realisasi tahun ini sebesar 86,67 % yang artinya ada Penurunan sebesar 

2,22 % dengan tahun sebelumnya dalam melaksanakan kegiatan 

Penegakan Peraturan Daerah di Kota Bontang yang mampu memberikan 

kesadaran terhadap masyarakat dalam mematuhi Produk Hukum Daerah 

yang berlaku di Kota Bontang. 

 

- Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini 

(akumulasi) dengan Target Jangka Menengah Organisasi (target akhir 

Renstra) 

 

Tabel 3.1 

Indikator Kinerja Satuan 
Target 
Akhir 

Renstra 

Realisasi 
s.d Tahun 

2022 

Tingkat 
Kemajuan 
(4:3*100) 

 
Prosentase Perda dan 

Perkada yang ditegakkan 

 

 
% 

 
80,00 

 
86,67 

 
6,67 
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Dari realisasi kinerja 2 (dua) tahun Prosentase Perda dan Perkada yang 

ditegakkan sebesar 86,67 % perbandingan target akhir periode Rencana 

Strategis (Renstra) 2021 – 2026 maka didapat tingkat kemajuan kinerja 

yang dicapai sebesar 6,67 % sehingga kegiatan tersebut dijadikan 

program dan kegiatan prioritas dalam menciptakan kesadaran 

masyarakat dalam mematuhi Peraturan dan Produk Hukum Daerah di 

Kota Bontang. 

 

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ 

penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan 

Penyebab :  

1. Ada beberapa perda yang perlu revisi. 

2. Masih adanya Perda yang belum di lengkapi dengan Perwali yang 

sesuai dengan Kondisi terkini. 

3. Kurangnya atau masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM 

Satuan Polisi Pamong Praja dikarenakan luas wilayah dengan 

jumlah personil tidak sesuai untuk pengawasan dan Peraturan 

Perundangan. 

4. Kurangnya Tenaga PPNS. 

5. Kurangnya anggaran Rutin Operasional serta Pengawasan dan 

Pengendalian Penegakan Perda, sehingga pelaksanaannya kurang 

Optimal. 

 

Solusi yang telah dilakukan : 

1. Melakukan Revisi Perda  yang harus di Koordinasikan dengan Dinas 

Terkait disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku 

saat ini. 

2. Perlu dilengkapi Perwali supaya lebih Optimal Pelaksanaan 

dilapangan. 

3. Mengusulkan Tambahan Pegawai  dan Formasi Yaitu Usulan Personil 

Baru  dan Diklat Personil . 
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4. Mengusulkan Tenaga Terkait dan Diklat Teknis  seperti Diklat PPNS 

dan Diklat Manajemen PPNS. 

5. Mengusulkan Anggaran kegiatan Penyempurnaan Renja di Tahun-

Tahun Berikutnya, Sesuai dengan SPM dan RPJMD.  

 

- Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian 

kinerja. 

Guna menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja tersebut diatas 

ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilaksanakan agar dapat 

menciptakan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Perturan dan 

Produk Hukum Daerah yang berlaku sebagai berikut :  

1. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kegiatan 

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/kota  dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota 

- Sub Kegiatan Penanganan atas pelanggaran  Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 

 

 

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya 

-  

Tabel 3.2 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 
Persentase 

Capaian 
Kinerja 

Persentase 
Capaian 

Anggaran 

Tingkat 
Efisiensi 

(3-4) 

 
Meningkatnya 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum  

 

 
Prosentase Perda 

dan Perkada 

yang ditegakkan 

 

 
73,33 

 
81,28 

 
7,95 

 

 

Tingkat Persentase Capaian Kinerja pada Tahun 2022 sebesar 73,33 % 

dengan Persentase Capaian Anggaran sebesar 81,28 %. sehingga didapat 

Persentase Tingkat Efisiensi sebesar 7,95  % hal ini menggambarkan telah 

terjadi efektifitas  penggunaan sumber daya dan efisiensi anggaran yang 

ada. 
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Grafik 1.3 

Perbandingan Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Bulan  

  

 

 

 

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2022 
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Grafik 1.4 

Perbandingan berdasarkan Pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah  
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Dokumentasi Tahun 2022 

 

Penumpukan Barang dan Bahan Bangunan Dalam Kota Bontang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kreatif Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Perizinan Penyelenggaraan Reklame 
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Kegiatan Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 
sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kegiatan Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Kontrak Daerah 
di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang 
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C. Realisasi Anggaran 

 

Realisasi anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja 

 

Tabel 3.3 

 
No 

 
Sasaran 
Strategis 

 
Indikator 
Kinerja  

 
Program  

 
Anggaran  

 

 
Ket 

Pagu Realisasi % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 
 

Meningkatnya 

Ketentraman 

dan Ketertiban 

Umum 

Prosentase 

Gangguan 

Trantibum 

yang dapat 

diselesaikan  

Peningkatan 
Ketentraman Dan 
Ketertiban Umum 

1.254.746.565 1.108.062.580 88,31  

   
 

Prosentase 

Perda dan 

Perkada 

yang 

ditegakkan 

 

2 

 

Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Perangkat 

Daerah 

 

NILAI SAKIP Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 
Kabupaten/Kota  
 

14.016.414.035 

 

12.928.488.688 92,24  

 
Jumlah 

 

15.271.160.600 14.036.551.268 91,92  

 

Pencapaian realisasi anggaran pada tahun 2022 sejumlah Rp. 14.036.551.268 dari 

Pagu Anggaran sebesar Rp. 15.271.160.600 Dengan  prosentase  sebesar 91,92 % 

hal ini terjadi dikarenakan : 

1. Inkonsistensi Penetapan program yang tidak sesuai dengan anggaran yang 

direncanakan karena tidak tepat dan tidak sesuai kebutuhan di lapangan. 

2. Pencairan Dana menyesuaikan dengan kebutuhan dana untuk program dengan 

anggaran yang tersedia. 

3. Adanya efisiensi anggaran yaitu sisa hasil Pengadaan Barang dan Jasa pada 

belanja makanan dan minuman kegiatan. 
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2. Realisasi anggaran per program dan kegiatan 

 

Tabel 3.4 

No Program dan Kegiatan 
Anggaran 

Ket 
Pagu Realisasi % 

1 2 3 4 5 6 

 URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM 
SERTA PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 
 

15.271.160.600 14.036.551.268 91,92  

1 PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA  
 

14.016.414.035 

 

12.928.488.688 92,24  

a Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 
 

7.184.674.198 6.503.113.143 
 

90,51  

 Sub Kegiatan Penyediaan 
Gaji dan Tunjangan ASN 
 

7.184.674.198 6.503.113.143 
 

90,51  

b Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 
 

334.295.439 

 

309.239.000 

 

92,50  

 Sub Kegiatan Pengadaan 
Pakaian Dinas Beserta 
Perlengkapannya 
 

334.295.439 

 

309.239.000 

 

92,50  

 Sub Kegiatan Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi 
 

0 0 0  

c Kegiatan Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 
 

1.036.807.048 
 

918.254.439 88,57  

 Sub Kegiatan Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 
 

22.026.910 

 

11.749.350 

 

53,34  

 Sub Kegiatan Penyediaan 
Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 
 

338.184.440 

 

284.115.639 84,01  
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 Sub Kegiatan Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 
 

85.688.991 

 

72.673.183 84,81  
 

 

 Sub Kegiatan Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 
 

58.748.707 

 

24.122.298 41,06  

 Sub Kegiatan 
Penyelenggaraan Rapat  
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD 
 

532.158.000 

 

525.592.969 98,77  

d Kegiatan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 
 

486.890.000 
 

455.040.000 
 

93,46  

 Sub Kegiatan Pengadaan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
 

486.890.000 
 

455.040.000 
 

93,46  

e Kegiatan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

4.317.248.800 4.268.308438 98,87  

 Sub Kegiatan Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat 
 

10.000.000 10.000.000 100,00 
 

 Sub Kegiatan Penyediaan 
Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 
 

200.000.000 157.040.275 78,52 

 

 Sub Kegiatan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 
 

4.107.248.800 4.101.268.163 99,85 

 

f Kegiatan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
 

656.498.550 474.534.668 72,28  

 Sub Kegiatan Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 
 

602.248.550 465.661.716 77,32 

 

 Sub Kegiatan Pemeliharaan 
/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau bangunan lainnya 
 

54.250.000 8.872.952 16,36 
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2 PROGRAM PENINGKATAN 

KETENTRAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM 

 

1.254.746.565 1.108.062.580 88,31  

a 

 

Kegiatan Penanganan 

Gangguan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum 

dalam 1 daerah 

Kabupaten/kota  

 

 

1.025.093.810 

 

921.402.580 

 

89,88 

 

 Sub Kegiatan Pencegahan 

Gangguan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum 

Berdasarkan Perda dan 

Perkada melalui 

Penertiban dan 

Penanganan Unjuk Rasa 

dan Kerusuhan Massa 

 

77.577.500 65.757.500 84,76  

 Sub Kegiatan Penindakan 

atas Gangguan 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Berdasarkan Perda dan 

Perkada melalui 

Penertiban dan 

Penanganan Unjuk Rasa 

dan Kerusuhan Massa 

 

219.065.450 198.681.000 90,69  

 Sub Kegiatan 

Pemberdayaan 

Perlindungan Masyarakat 

dalam rangka Ketentraman 

dan Ketertiban Umum 

 

287.364.000 253.680.080 88,28  

 Sub Kegiatan Peningkatan 

Kapasitas SDM Satuan 

Polisi Pamong Praja dan 

Satuan Perlindungan 

Masyarakat termasuk 

dalam Pelaksanaan Tugas 

yang bernuansa Hak Asasi 

Manusia 

 

426.457.360 403.284.000 94,57  
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 Sub Kegiatan Pengadaan 

dan Pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana 

Ketentraman dan 

ketertiban umum 

 

14.629.500 - -  

b. Kegiatan Penegakan 

Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota dan 

Peraturan 

Bupati/Walikota 

 

229.652.755 186.660.000 81,28  

 Sub Kegiatan Penanganan 

atas Pelanggaran 

Peraturan Daerah dan 

Peraturan Bupati/Walikota 

 

229.652.755 

 

186.660.000 81,28  
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3. Laporan realisasi anggaran 
 
 

Tabel 3.5 

No Uraian Anggaran 2022 
Realisasi 2022 

Rp % 
1 2 3 4 5 

 
1 

 
Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota  
 

 
14.016.414.035 

 

 
12.928.488.688 

 
92,24 

 
2 

 
Program Peningkatan 
Ketentraman Dan Ketertiban 
Umum  
 

 
1.254.746.565 

 

 
1.108.062.580 

 
88,31 

 Jumlah 15.271.160.600 14.036.551.268 91,92 

 

Pada Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.271.160.600,00 ( Lima Belas Milyar Dua 

Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus  Rupiah) 

dari alokasi anggaran tersebut diatas telah terealisasi sebesar Rp. 

14.036.551.268 (Empat Belas Milyar Tiga   Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima 

Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dengan Persentasi 

Realisasi sebesar 91,92 % dengan rincian belanja sebagai berikut:  

 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  

 

Pada Tahun 2022 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota telah dialokasi anggaran sebesar Rp. 14.016.414.035.00 

(Empat Belas Milyar Enam Belas Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Tiga 

Puluh Lima  Rupiah) yang diperuntukan Kegiatan Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, 

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dan Pengadaan Pakaian 
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Dinas Beserta Perlengkapannya, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 

Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang 

Cetakan dan Penggandaan, dan Penyelenggaraan Rapat  Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pemeliharaan /Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya dengan 

penyerapan anggaran dari alokasi anggaran tersebut diatas telah terealisasi 

sebesar Rp. 12.928.488.688  (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh 

Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus 

Delapan Puluh Delapan Rupiah ) dengan Persentasi Realisasi sebesar 

92,24 % sehingga ada sisa anggaran sebesar Rp. 1.087.925.347 (Satu Milyar 

Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga 

Ratus Empat Puluh Tujuh  Rupiah). 

 

2. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum  
 

Pada Tahun 2021 Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum 

telah dialokasi anggaran sebesar Rp 1.254.746.565.00 (Satu  Milyar Dua 

Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima 

Ratus Enam Puluh Lima  Rupiah)  yang diperuntukan bagi pelaksanaan 

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 
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1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pencegahan 

Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan 

Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan 

Massa, Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan 

Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa,  Sub Kegiatan 

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan 

Ketertiban Umum Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja 

dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas 

yang bernuansa Hak Asasi Manusia dan Sub Kegiatan Pengadaan dan 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan ketertiban umum, 

dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.108.062.580 ( Satu Milyar 

Seratus Delapan Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh 

Rupiah) dengan Persentase Anggaran sebesar 88,31 % sehingga ada 

sisa anggaran sebesar 146.683.985 (Seratus Empat Puluh Enam Juta 

Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh 

Lima Rupiah) 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Bontang untuk tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan 

kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 yang merupakan implementasi amanah 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 

Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang Tahun 2022 

dapat dikatakan terlaksana dengan baik, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini 

diharapkan dapat memacu terlaksananya Good Governance dan Clean Government 

yang tentunya melibatkan stakeholder sehingga tercipta sasaran dan hasil kerja yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 dapat disusun dan selanjutnya diajukan 

kepada Ibu Walikota Bontang dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan 

bahan evaluasi. Dengan menyadari adanya berbagai kendala yang dijumpai dalam 

pelaksanaannya tentu diupayakan pemecahannya serta dijadikan pemacu pada 

setiap tahapan pencapaian keberhasilan. 

Demikian atas berbagai perhatian, kerjasama dan fasilitasi dalam rangka 

penyusunan laporan ini disampaikan banyak terima kasih. 

 

Bontang,     Januari  2023  

 
KEPALA SATPOL PP  
KOTA BONTANG, 

 
 
 
 
 
 

H. Ahmad Yani Y, S.Sos, M.Si  

NIP. 196812311990031031 
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